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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran Magang 

Perekonomian di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan hal 

tersebut harus bisa dikendalikan dan diawasi dengan ketat dan terstruktur. 

Pengendalian dan pengawasan bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 

berwenang yang sudah diatur oleh aturan negara yang berlaku. Namun, 

banyak hal-hal yang harus lebih diperhatikan dalam pengawasan karena 

masih banyak beberapa program pengawasan yang memiliki titik lemah 

dalam memasukan data-data yang dianggap penting akan tetapi tidak lengkap, 

maka banyak terjadi ketidaksamaan antara laporan dan dokumen aslinya. 

Berdasarkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga yang berwenang tentunya hal tersebut berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan dan aset negara yang diatur oleh negara dan 

dilaksanakan oleh setiap daerah. Pengelolaan keuangan dan aset negara 

digunakan untuk kepentingan masyarakat namun harus di selalu dalam 

pengawasan. Pengawasan bisa dilakukan dengan memberi wewenang setiap 

daerah untuk mengelola keuangan dan aset melalui setiap instansi pemerintah 

daerah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap SKPD diberi 

anggaran oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum dari segi 

pendidikan, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, kesehatan, 

keamanan daerah, layanan modal usaha, dll.    
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Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan 

aset maupun keuangan harus di pertanggungjawabankan kepada pihak yang 

mengelola keuangan pemerintah untuk melaporkan penggunaan keuangan 

dan aset. Laporan penggunaan keuangan dan aset SKPD diserahkan Bidang 

Pembukuan dan Pelaporan seksi verifikasi dengan berwujud SPJ (Surat 

Pertanggungjawaban). 

Menurut Indra Bastian pada bukunya yang berjudul sistem akuntansi 

sektor publik mendefinisikan SPJ adalah sebagai berikut: “SPJ merupakan 

bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah dengan penjelasanya. SPJ 

pengeluaran merupakan buku besar pembantu pengeluaran kas yang 

dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran ”(Bastian, 2007:370) 

Berdasarkan uraian diatas SPJ merupakan bukti yang di catat oleh 

pebendaharaan yang paling penting dalam pengelolaan keuangan dan aset 

daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul:  “Prosedur 

Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sleman, Yogyakarta”. 
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1.2 Tujuan Magang 

Kegiatan magang ini memiliki beberapa maksud dan tujuan yaitu untuk :  

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban 

(SPJ) pada SKPD di DPKAD Sleman, Yogyakarta ; 

2. Mengetahui perhitungan tarif pajak setiap kegiatan pada Surat Setoran 

Pajak (SSP) yang terdapat pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ; 

1.3 Target Magang 

Penulis juga memiliki target dalam melaksanakan kegiatan magang 

yaitu sebagai berikut : 

1) Dapat menjelaskan tata cara memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban 

(SPJ) dengan benar; 

2) Dapat menjelaskan tarif pajak yang terdapat dalam Surat Setoran Pajak 

(SSP) untuk kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 

1.4 Bidang Magang 

Bidang magang yang ditempati pada SKPD DPKAD Sleman adalah 

Bidang Pembukuan dan Pelaporan Seksi Verifikasi dan Validasi yang 

bertugas memverifikasi  SPJ dan membuat validasi. 
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1.5 Lokasi Magang 

Kegiatan magang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aseet Daerah (DPKAD) Sleman, tepatnya Jalan Parasamya Beran, Tridadi, 

Sleman, Yogyakarta 55511 

 

Sumber :https://www.google.com/maps 

Gambar  1.1 Lokasi Magang  

https://www.google.com/maps
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1.6 Jadwal Magang 

Kegiatan magang dilakukan selama 1 bulan, dimulai tanggal 23 Mei 

sampai dengan 23 Juni 2016. Dan penyusunan laporan Tugas Akhir dari 23 

Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016.  

 Tabel 1.1Jadwal Magang 

 

  

Kegiatan 

Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kunjungan Lokasi 

Magang  

               

Pelaksanaan Kegiatan 

Magang  

               

Bimbingan Dengan Dosen 

Pembimbing  

               

Penyusunan Laporan 

Magang  
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 

       Sistematika penulisan magang ini secara besar terdiri dari 4 bagian, 

yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

       Bab ini merupakan pendahuluan dimana didalamnya berisi 

tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, 

bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika 

penulisan magang. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

       Bab ini merupakan bab yang di dalamnya berisi tentang dasar-

dasar teori yang mendukung  isi laporan, yang dikemukakan dalam 

berbagai hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan 

dan ruang lingkup pembahasan yang ada di dalam laporan ini. 

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF 

       Bab yang berisi uraian tentang pokok pembahasan dan analisis  

yang sudah diperoleh selama kegiatan pelaksanaan magang. Bab ini 

membahas gambaran umum dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, beserta struktur 

organisasi, visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta.  

 Selain itu, bab ini lebih berfokus pada pembahasan  untuk 

mengetahui prosedur verifikasi Surat Pertanggungjawaban, dan 

penjelasan tarif pajak pada Surat Setoran Pajak yang tertera di dalam 
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Surat Pertanggungjawaban di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 

       Bab ini akan menguraikan kesimpulan atau hasil analisis dari 

bab sebelumnya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta serta saran yang dibuat untuk 

perkembangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

2.1.1 Definisi SPJ 

Menurut Indra Bastian pada bukunya yang berjudul sistem 

akuntansi sektor public, SPJ merupakan bagian dari sistem akuntansi 

pemerintah daerah dengan penjelasannya. SPJ pengeluaran merupakan 

buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti – 

bukti pengeluaran (Bastian, 2007:370) 

SPJ berdasarkan pada aturan umum yang berlaku di setiap SKPD 

adalah pertanggung jawaban yang dibuat oleh bendahara dan dibagi ke 

dalam dua jenis, yakni pertanggungjawaban fungsional dan 

pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban fungsional 

disampaikan oleh bendahara kepada BUD (Bendahara Umum Daerah), 

sementara pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh bendahara 

kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA).Dengan demikian, 

SPJ bukan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengguna anggaran 

(PA). 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang penulis ketahui  pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) adalah surat yang 

berisi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu bidang yang 

disusun secara rinci, detail, dan jelas. SPJ tersebut di dapat dari Satuan 
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Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus di periksa terlebih dahulu sebelum 

disahkan oleh Ketua Verifikator dan disimpan di ruang arsip. Apabila 

terdapat kesalahan tidak adanya kesesuaian dengan bukti-bukti pendukung 

akan dikembalikan ke SKPD. 

2.1.2 Dokumen- Dokumen SPJ 

Dokumen – dokumen SPJ yang diatur oleh Peraturan Bupati 

Sleman No : 63.2 th 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah adalah sebagai berikut ; 

1. BKU (Buku Kas umum) 

Buku Kas Umum adalah media pencatatan semua transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi 

kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan. 

2. SSP (Surat Setoran Pajak) 

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

 

 

  



10 
 

3. Form 24 

Form 24 adalah media yang menyatakan suatu pengeluaran untuk 

berbagai kegiatan dalam rangka membahas dan/atau memecahkan satu 

masalah. 

4. Bend 26a  

Bend 26a adalah kumpulan berbagai data yang menyangkut sebuah 

kegiatan seperti hal berikut : 

 Daftar Hadir. 

Daftar Hadir merupakan bukti kehadiran oleh peserta rapat 

pelaksanaan kegiatan. 

 Bukti Pengeluaran atau Penerimaan Kas. 

Bukti Pengeluaran atau Penerimaan Kas adalah bukti nyata 

untuk pencatatan ditambah dokumen pendukung dalam 

pelaksanaan kegiatan, meliputi : Belanja Pegawai, Pembayaran 

Hutang, Bunga/Subsidi/Hibah/BagiHasil/Bantuan Sosial/Bantuan 

Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pengembangan SDM, Barang 

dan Jasa, Perjalanan Dinas Dalam Provinsi, Perjalanan Dinas 

Dalam Negri (Luar Provinsi),Perjalanan Luar Negri, Belanja 

Modal. 
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 Honorer/tidak tetap. 

Honorer/tidak tetap adalah bukti pembayaran pada pegawai 

honorer yang ikut dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

 Pegawai Harian. 

Pegawai Harian adalah bukti pembayaran pada pegawai yang 

ikut membantu pelaksanakan kegiatan dalam hitungan per hari. 

2.1.3 Fungsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Laporan kegiatan merupakan suatu laporan yang memiliki fungsi untuk : 

a. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan 

b. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya 

c. Mengetahui bagaimana perkembangan dan proses peningkatan 

kegiatan 

d. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dengan 

lain – lain. 
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2.1.4 Aliran Bagan SPJ 

Berikut merupakan Aliran Bagan atau urutan SPJ dikelola di Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman, Yogyakarta 

Aliran Bagan SPJ

VERIFIKATORSKPD
KEPALA BIDANG 

PEMBUKUAN DAN 
PELAPORAN

KEPALA VERIFIKATOR

Ph
as

e

MULAI

MENYUS
UN SPJ

SPJ

MENGAGEN
DAKAN

BUKU 
AGENDA

SPJ

VERIFIKA
SI

LENGKAP

VALIDASI

VALIDASI

SPJ

2

VALIDASI 1

CEK

PARAF

SPJ
2

VALIDASI 1

2

VALIDASI 1

OTORISASI

2

VALIDASI 1

VALIDASI

SPJ

VALIDASI

D

SELESAI

YA
TIDAK

 

      Gambar 2.1 Aliran Bagan SPJ 

Aliran SPJ sudah diatur oleh Peraturan Bupati Sleman No : 63.2 th 

2015 dari SKPD memulai penyusunan SPJ untuk diserahkan ke 

Verifikator untuk segera di verifikasi jika lengkap maka SPJ dan Validasi 

diserahkan ke Kepala Verifikator jika tidak maka diserahkan kembali 
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kepada SKPD untuk melakukan penyusunan ulang. Ketua Verifikator 

mengecek dan menandatangani untuk diserahkan kepada Kepala Bidang 

Pembukuan dan Pelaporan untuk validasi segera diotorisasikan, setelah itu 

dua validasi dibagikan ke SKPD dan bidang Arsip beserta SPJ yang 

diserahkan. 
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2.2 Prosedur, Verifikasi, dan SKPD  

2.2.1 Pengertian Prosedur 

  Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu 

dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi 

pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang 

harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.  

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini dalam buku 

yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Prosedur adalah Serangkaian 

langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan 

urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan. 

 Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem 

Akuntansi” mengemukakan bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau 

lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang” (Mulyadi, 2010:5).  

Pengertian prosedur menurut M.Nafarin dalam buku 

“Penganggaran Perusahaan” menjelaskan bahwa : “Prosedur adalah urut-

urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin 

pelaksanaan kerja yang seragam” (Nafarin, 2009:9).  

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan 
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langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. 

2.2.2 Pengertian Verifikasi 

 Pengertian Verifikasi adalah pernyataan logis tentang suatu hal 

yang telah di pecahkan dengan metode verifikasi empiris.Verifikasi 

digunakan untuk melengkapi sebuah kriteria sehingga bisa digunakan 

untuk memaknai sebuah kalimat. Pada umumnya tidak hanya kalimat saja 

yang bisa di verifikasi namun ada banyak hal yang bisa diverifikasikan. 

Pengertian Verifikasi data adalah pembetukan kebenaran teori, 

fakta, dsb atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar 

bisa diuji secara hipotesis. Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan 

fakta empirik dan akan didapatkan jawaban tentang kebenaran ilmiah yang 

dapat dipertanggung jawabkan jikan menggunakan prosedur yang sesuai.  

Verifikasi memiliki prinsip bahwa setiap proporsi memiliki makna 

jika proporsi tersebut bisa diuji dan diverifikasi dengan 

pengamatan.Pengertian verifikasi lebih pada hal yang bersifat logis yang 

banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan terutama karya ilmiah. 
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2.2.3 Pengertian SKPD 

  SKPD biasa disingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah suatu 

lembaga kepemerintahan yang mengatur setiap kewenangan yang 

diberikan oleh pemerintah untuk membantu dan mempermudah sistem 

yang akan digunakan oleh pemerintah kepada masyarakat. SKPD ada 

disetiap daerah dan dibawahi oleh pimpinan pemerintah daerah setempat 

supaya program yang diatur akan tersusun secara terstruktur. 

  Tugas dan wewenang yang akan diberikan oleh Pemrintah terhadap 

setiap SKPD diatur oleh undang-undang yang berlaku didaerah tersebut, 

maka setiap kegiatan dan program juga sudah diatur diundang-undang dan 

tidak bisa di selewengkan.   
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum 

3.1.1 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) 

Kabupaten Sleman  

 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Kabupaten Sleman merupakan suatu institusi pemerintah daerah yang 

didirikan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola 

keuangan dan asset daerah. Uraian mengenai sejarah Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dapat 

diketahui melalui proses kilas balik. 

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999, 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bagian 

Keuangan. Adapun pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Bagian 

Perlengkapan, sedangkan instansi yang melakukan pengelolaan 

pendapatan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.  

Selanjutnya pada tahun 1999, Pemerintah Pusat mencanangkan 

pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah tersebut, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan dalam 

berbagai bidang termasuk penataan kelembagaan untuk disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan daerah. Sebagai tindak 

lanjut otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman 

membentuk instansi pengelola keuangan daerah dengan nomenklatur 
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) 

Kabupaten Sleman. BPKKD inidi bentuk berdasarkan peraturan daerah 

nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman. BPKKD ini merupakan penggabungan 

dari Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dinas Pendapatan 

Daerah. 

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, maka 

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas kelembagaan yang ada di 

daerah. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan 

kebijakan baru mengenai organisasi perangkat daerah dengan 

diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah 

perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 

(BPKKD) menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 

(DPKKD). 

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Pusat semakin 

memberikan keleluasaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan 

daerah termasuk adanya pendelegasian penarikan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2). Penarikan pajak 

inisebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kemudian 
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diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Adanya penyerahan 

kewenangan tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Sleman 

membuat kebijakan baru dengan membentuk dinas baru yang 

dikhususkan untuk mengelola pendapatan dengan tujuan agar 

pengelolaan pendapatan semakin efektif dan efisien. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan tersebut menandai 

lahirnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Kabupaten Sleman dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. 

Sebelum lahirnya Perda Nomor 12 Tahun 2011 ini, Dipenda merupakan 

salah satu bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 

Daerah yaitu Bidang Pendapatan. 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara resmi dan 

efektif melaksanakan semua tugas dan fungsinya sejak awal tahun 

2012. Selanjutnya pada tahun 2014 dilakukan evaluasi atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi pada seksi yang ada pada 

DinasPengelolaanKeuangandanAset Daerah dengan diterbitkannya 

Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman. 
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Kedudukan dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman 

Nomor 24.2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

3.1.2 Visi Misi Nilai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

  a. Visi Perusahaan 

“Terwujudnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah sebagai institusi yang professional dalam pengelolaan 

keuangan dan aset daerah” 

b. Misi Perusahaan 

1. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di bidang 

pengelolaan keuangan dan asset daerah. 

2. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di 

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, 

efektif dan efisien. 

3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah. 
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3.1.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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3.2 Data Khusus 

3.2.1 Tata cara pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)  

Prosedur Verifikasi SPJ

VERIFIKATORSKPD
KEPALA BIDANG 

PEMBUKUAN DAN 
PELAPORAN

KEPALA VERIFIKATOR

Ph
as

e

MULAI

SPJ

MENGAGEN
DAKAN

BUKU 
AGENDA

SPJ

VERIFIKA
SI

SPJ

2

VALIDASI 1

Cek & 
Paraf

SPJ

2

VALIDASI 1

OTORISASI

2

VALIDASI 1

VALIDASI

SPJ

VALIDASI

SELESAI

TIDAK

Membu
at 

Validasi

2

Validasi 1

SPJ

SPJ

SPJ

LENGKAP

2

VALIDASI 1

YA

MENYUSUN 
SPJ

 
DD 

D

  

 Gambar 3.2 Prosedur Verifikasi SPJ 

  Tata Cara Verifikasi SPJ yang diatur oleh Peraturan Bupati 

Sleman No : 63.2 th 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah, adalah sebagai berikut ; 
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1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diterima langsung dari 

perwakilan SKPD yang bersangkutan, diagendakan sesuai tanggal 

diterimanya SPJ tersebut ke dalam buku agenda. SPJ yang 

diagendakan tersebut dibedakan menjadi SPJ Penerimaan, 

Pengeluaran, dan SPJ Belanja. SPJ Penerimaan diagendakan ke dalam 

Buku Agenda Penerimaan, kemudian SPJ Pengeluaran diagendakan 

pada Buku Agenda Pengeluaran dan pada SPJ Belanja akan 

diagendakan pada Buku Agenda Belanja. 

2. Setelah diagendakan lalu dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan 

pertanggung jawaban administrasi bendahara berupa SPJ yang di 

lampiri dengan Buku Kas Umum secara keseluruhan. Pada 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran, laporan Penutupan Kas dan Laporan 

Pertanggung Jawaban dari bendahara pembantu SKPD. 

3. Setelah semua kelengkapan administrasi telah sesuai, selanjutnya 

dilakukan pengecekan saldo yang ada pada Buku Kas Umum (BKU) 

dengan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pembantu dan 

Laporan Penutupan Kas. 

4. Pengecekan atau verifikasi bukti kuitansi dan dokumen pendukung. 

5. Melakukan pengecekan terhadap bukti Kas Keluar (Bend 26a) meliputi 

diantaranya ; 

a) Pengecekan keaslian bukti kas keluar (Bend 26a) dan 

tembusannya 
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b) Penulisan kuitansi pada jumlah rupiah dalam angka dan 

huruf, tidak boleh adanya perbaikan dengan 

menggunakan Corection Pen (Tip Ex). 

c) Perlunya penjelasan singkat mengenai tujuan 

pembayaran (pembebanan anggaran) serta dasar 

pembayaran. 

d) Melakukan pencocokan (Bend 26) dengan Form 24 

dengan melihat No ID, Nominal, Tanggal Pembukuan, 

dan bukti pendukung lainnya. 

 

Gambar 3.3 Bend 26a   

 

Gambar 3.4 Contoh Form24

e) Pentingnya Tanda Tangan yang ada di (Bend 26). 

f) Adanya potongan pajak (bila ada). 

g) Ketentuan penggunaan Bea Materai sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
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h) Jika tidak ada perbedaan dalam pencocokan maka tahap 

terakhir pencocokan antara form 24 (Gambar 3.3) 

dengan BKU (Gambar 3.4) perlu diperbaiki lagi. 

 

Gambar 3.5 Contoh Buku Kas Umum (BKU) 

6. Pengecekan terhadap bukti pendukung lainnya diantaranya yaitu; 

a) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan. 

Kelengkapan yang dimaksud adalah sesuai dengan jenis 

Anggaran Belanja yang dilakukan. Misalkan perjalanan 

dinas, perlu adanya bukti pemesanan dan pembelian 

tiket pesawat, bukti penginapan, dan bukti lain-lain. 

b) Setelah itu perlu adanya pengecekan terhadap jumlah 

Nomial yang tertera pada kuitansi dengan bukti 

pendukung lainnya. 

c) Selanjutnya pengecekan waktu pelaksanaa serta tahapan 

serta dan ketentuan lainnya yang tertera pada kontrak 
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atas perjanjian kerja dengan Dokumen yang 

dipergunakan sebagai syarat. 

Tabel 3.1 Bukti Pendukung 

Anggaran Bukti Pendukung 

A. BELANJA PEGAWAI 

1) Gaji dan Tunjangan 

2) Tambahan Penghasilan 

3) Penerimaan Lainnya 

4) Biaya Pemungutan Pajak 

Daerah 

 

Daftar penerimaan yang ditandatangani 

oleh personil yang bersangkutan.  

5) Honorarium A. Daftar penerimaan yang 

ditandatangani personil yang 

bersangkutan. 

B. Untuk honorarium PNS ditambah 

dengan; 

1) SK Tim pada saat pembayaran 

pertama dalam satu tahun anggaran 

selama tidak adanya lagi perubahan; 

2) Pembayaran dengan satuan OK yang 

dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Sleman yang didukung 

dengan adanya Surat Tugas 

Pemeriksaan. 
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C. Untuk Honorarium Non Pegawai 

Kabupaten Sleman ditambah dengan 

Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan 

Daftar Hadir, kecuali Narasumber 

dengan harga satuan orang hari (OH) 

atau orang jam pelajaran (OJP) 

Catatan: Susunan Tim telah diatur 

dalam Keputusan Bupati Sleman tentang 

Standar Harga Barang dan Jasa. 

6) Akses Bukti penerimaan Negara yang 

diotorisasi bank dan Surat Setoran Bukan 

Pajak (SSBP) 

B. PEMBAYARAN HUTANG 

1) Pokok Hutang 

2) Bunga Hutang 

Adanya Bukti otorisasi yang ditransfer 

oleh pihak Bank. 

C. BUNGA/SUBSIDI/HIBAH/BAG

I HASIL/BANTUAN 

SOSIAL/BANTUAN 

KEUANGAN 

1. Pembayaran tunai yang dilampiri 

kuitansi atau daftar penerimaan yang 

ditandatangani oleh penerima dan 

dibubuhi cap bagi penerima yang 

bukan perorangan; 

2. Pembayaran melalui bank dilampiri 

dengan bukti transfer yang diotorisasi 

petugas bank atau daftar pemindah 
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bukuan yang diotorisasi oleh pihak 

bank. 

D. BELANJA TIDAK TERDUGA Bukti pendukung disesuaikan dengan 

penggunaan dana tersebut, bila; 

1) Untuk tanggapan darurat 

penanggulangan bencana alam 

dan bencana social; 

a. SK Tanggap Darurat 

b. Surat Pemberitahuan ke 

DPRD 

c. Bukti Pengeluaran yang sah 

d. Daftar penerimaan yang 

ditandatangani oleh penerima 

dan dibubuhi cap SKPD 

2) Untuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya yang 

telah ditutup; 

a. Surat Pemberitahuan ke 

DPRD 

b. Bukti penerimaan yang 

ditandatangani oleh penerima 

dan dibubuhi cap SKPD atau 
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dengan bukti transfer. 

E. PENGEMBANGAN SDM 

1) Tugas Belajar 

2) Kursus/Diklat/Bintek dan 

sejenisnya 

Pada pengiriman yaitu; 

A. Surat Tugas 

B. Bukti Pembayaran yang 

diotorisasi bank/penyelenggaraan  

Untuk Penyelenggaraan; 

a. Daftar Peserta 

F. BARANG DAN JASA 

1) BHP/Material 

2) Jasa Kantor 

3) Asuransi 

4) Sewa 

A. Kuitansi/ nota dari penyediaan 

barang/jasa (sesuai peraturan 

pengadaan barang dan jasa) 

B. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh pihak ketiga dilengkapi dengan 

otorisasi pencairan kas (asli dan foto 

kopi) beserta lampirannya; 

C. Untuk pembelian barang/jasa berupa 

bahan bakar minyak dan pelumasan 

dilengkapi dengan daftar penggunaan 

distribusi; 

D. Untuk pembayaran sewa dilengkapi 

Surat Perjanjian Sewa 

E. Untuk pekerjaan fisik konstruksi 

yang dilakukan oleh penyediaan 

barang atau jasa dilengkapi dengan 
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fotocopy jaminan pemeliharaan. 

5) Makan Minum Rapat A. Kuitansi dari penyediaan 

barang/jasa. 

B. Daftar Hadir Rapat 

C. Notulen Rapat 

D. Undangan 

6) Makan Minum Lembur A. Kuintasi dari penediaan 

barang/jasa. 

B. Daftar Hadir Lembur. 

C. Surat Tugas Lembur 

7) Makan Minum Tamu A. Kuintansi dari penyediaan 

barang/jasa 

B. Fotocopy buku tamu 

8) Makan Minum Peninjauan A. Kuitansi dari penyedian 

barang/jasa; 

B. Surat Tugas Peninjauan 

C. Daftar Hadir 

G. PERJALANAN DINAS 

DALAM PROVINSI 

A. Surat Perintah Tugas (SPT) 

B. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) dibubuhi cap dan tanda 

tangan dari pejabat yang setuju, 

apabila tempat yang dituju tidak 

mempunyai cap, maka SPPD 
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dketahui pemerintah setempat. 

C. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) hanya berlaku bagi 1 

(satu) orang dan 1 (satu) tujuan. 

D. SPT dan SPPD ditanda tangani 

oleh; 

a) Bupati untuk Pejabat 

Esellon II/a 

b) Sekretaris Daerah untuk 

Pejabat Esellon II/b 

c) Sekretaris Daerah untuk 

Pejabat Esellon III yang 

menjabat sebagai kepala 

satuan kerja; 

d) Kepala SKPD atau 

Asisten Sekretaris Daerah 

yang membindangi atau 

sekretaris atas nama 

Kepala Satuan Kerja 

untuk Pejabat Esellon III; 

e) Kepala SKPD atau 

Sekretaris dan Kepala 

Bagian Tata Usaha atas 
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nama Kepala Satuan 

Kerja untuk Pejabat 

Esellon IV dan staf. 

E. SPT dan SPPD yang 

dilaksanakan oleh camat selaku 

penggunaan Anggaran dapat 

memerintahkan camat selaku 

kepala SKPD; 

F. Laporan Hasil Perjalanan Dinas 

Catatan : Perjalanan Dinas yang 

jaraknya 2 KM (dua kilometer) sampai 

dengan 5 KM (lima kilometer), hanya 

dilampiri SPT yang dibubuhi cap dan 

tanda tangan dari pejabat yang dituju. 

G. Pertanggungjawaban uang 

transport oleh pelaksana kegiatan, 

cukup melengkapi bukti 

pengeluaran dengan daftar hadir 

peserta. 

H. PERJALANAN DINAS 

DALAM NEGERI (LUAR 

PROVINSI) 

A. Surat Perintah Tugas (SPT) 

B. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD), dibubuhi cap dan tanda 

tangan dari pejabat yang dituju, 
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apabila tempat yang dituju tidak 

mempunyai cap, maka SPPD 

diketahui pemerintah setempat; 

C. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD) hanya berlaku untuk 1 

(satu) orang dan hanya 1 (satu) 

yang dikeluarkan. 

D. SPT dan SPPD ditandatangani 

oleh : 

a) Bupati untuk Pejabat 

Esellon II/a 

b) Sekretaris Daerah untuk 

pejabat Esellon II/b 

c) Sekretaris Daerah untuk 

Pejabat Esellon III yang 

menjabat sebagai Kepala 

Satuan Kerja; 

d) Kepala SKPD atau asisten 

sekretaris daerah yang 

membidangi atau 

sekretaris atas nama 

Kepala Satuan Kerja 

untuk Pejabat Esellon III; 
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e) Kepala SKPD atau 

Sekretaris dan Kepala 

Bagian Tata Usaha atas 

nama Kepala Satuan 

Kerja untuk Pejabat 

Esellon IV dan Staf. 

E. Laporan Hasil Perjalanan Dinas 

F. Pembeliaan Tiket Perjalanan 

Dinas, dilampiri dengan Tiket 

perjalanan (Bus/Kereta) 

G. Pembeliaan Tiket Perjalanan 

Dinas dengan Pesawat, dilampiri 

dengan Tiket Perjalanan dan 

Boarding Pass. 

H. Menginap di Hotel dilampiri 

dengan kuitansi (bill) hotel 

Catatan : Pembatalan Tiket dapat 

diganti apa bila sesuai dengan aturan 

yaitu; 

1) Pembatalan acara oleh 

penyelenggara kegiatan. 

2) Mendapat tugas lain dari Bupati 

dalam waktu yang bersamaan. 
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I. PERJALANAN DINAS 

LUAR NEGERI 

A. Surat Perintah Tugas (SPT) 

B. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD), dibubuhi cap dan tanda 

tangan dari pejabat yang dituju, 

apabila tempat yang dituju tidak 

mempunyai cap, maka SPPD 

diketahui Pemerintah setempat. 

C. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

(SPPD), hanya berlaku bagi 1 

(satu) orang  

D. SPT dan SPPD ditanda tangani 

oleh; 

a) Bupati untuk Pejabat 

Esellon II/a 

b) Sekretaris Daerah untuk 

Pejabat Esellon II/b 

c) Sekretaris Daerah untuk 

Pejabat Esellon III yang 

menjabat sebagai Kepala 

Satuan Kerja 

d) Kepala SKPD atau asisten 

sekretaris daerah yang 

membidangi atau 
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sekretaris atas nama 

Kepala Satuan Kerja 

untuk Pejabat Esellon III 

e) Kepala SKPD atau 

sekretaris dan Kepala 

Bagian Tata Usaha atas 

nama Kepala Satuan 

Kerja untuk Pejabat 

Esellon IV dan Staf. 

E. Laporan Hasil Perjalanan Dinas 

F. Pembeliaan Tiket Perjalanan 

Dinas, dilampiri dengan Tiket 

Perjalanan (Bus/Kereta) 

G. Pembeliaaan Tiket Perjalanan 

dengan menggunakan pesawat, 

dilampiri tiket perjalanan dan 

Boarding Pass. 

H. BELANJA MODAL A. Kuitansi dari penyediaan 

barang/jasa 

B. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

pihak ketiga dilengkapi dengan 

otorisasi pencairan kas (asli dan 

fotocopy) beserta lampirannya. 
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C. Berita acara serah terima barang 

dari SKPD ke SKPKD 

Catatan : Pelaksanaannya mengacu pada 

Peraturan tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

 

7. Ketentuan penggunaan Bea Materai sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

8. Surat berharga seperti wesel, promes, askep, dan cek. 

9. Dokumen yang dikenakan Bea Materai juga terhadap dokumen yang 

akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka umum pengadilan 

yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, dan surat-

surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, 

jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dan 

maksud semula. 
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10. Adanya ketidak cocokan dengan ketiganya maka tulis dalam 

pencatatan hasil verifikasi dan diserahkan kepada SKPD untuk disusun 

lagi sesuai hasil koreksi verifikasi tersebut. 

 

 

Gambar 3.6 Hasil Verifikasi 
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3.2.2 Perhitungan Tarif Pajak Setiap Kegiatan Pada Surat Setoran Pajak 

(SSP). 

 SSP merupakan bagian dari SPJ yang berisi tarif pajak mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD. SSP juga perlu di verifikasi untuk 

kejelasan dokumen yang sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Hampir mirip 

cara memverikasinya yang perlu diperhatikan No. ID, nominal, dan tanggal 

pembukuan harus sama dengan BKU. Nominal yang berada di Surat Setoran 

Pajak diatur oleh daftar tarif pajak sebagai berikut ;  

1) Belanja Barang 

Beberapa daftar tarif ketika melakukan Belanja Barang 

adalah sebagai berikut ; 

a) Jumlah Nominal lebih dari Rp. 2.000.000,- akan dikenai 

PPH Pasal 22 

b) Jika menggunakan NPWP akan dikenakan Tarif sebesar 

1,5% dan dikalikan dengan Harga Barang. (Tidak 

Termasuk PPN) 

c) Jika tidak menggunakan NPWP akan dikenakan Tarif 

sebesar 3% dan dikalikan dengan Harga Barang. 

d) Apabila dikenai PPN akan dikenakan Tarif sebesar 10% 

dan dikalikan dengan Harga Barang. 

e) Jumlah Nominal dari Rp. 1.000.000,- hingga sampai 

Rp. 2.000.000,- hanya akan dikenai PPN dengan tarif 

10% dikalikan Harga Barang. 
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2) Belanja Jasa 

Beberapa daftar tarif ketika melakukan Belanja Jasa 

yang terdiri dua bagian yaitu ; 

A. Belanja Jasa Konstruksi 

1) Dikenakan PPH Pasal 4 Ayat 2 dengan Tarif: 

a) Dikenakan Tarif sebesar 2% jika Klasifikasi Kecil 

b) Dikenakan Tarif sebesar 3% jika Klasifikasi Menengah ke 

Atas 

c) Dikenakan Tarif sebesar 4% jika tidak memiliki Klasifikasi 

dan Harga (Tidak Termasuk PPN) 

d) Pada Perencanaan dan Pengawasan Tarif akan dikenakan 

Tarif sebesar 4% jika tidak memiliki Kualifikasi atau 6% 

jika tidak memiliki Kualifikasi Harga. 

 

2) Dikenakan PPN jika Nominal diatas Rp. 

1.000.000,- dengan tarif 10% 

 

B. Belanja Jasa Selain Konstruksi 

1) Dikenakan PPH Pasal 23 dengan beberapapun Nilai 

Nominalnya 

2) Jika menggunakan NPWP akan dikenakan Tarif sebesar 2% 

dan dikalikan dengan Harga Jasa. (Tidak Termasuk PPN) 
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3) Jika tidak menggunakan NPWP akan dikenakan Tarif sebesar 

4% dan dikalikan dengan Harga Jasa. (Tidak Termasuk PPN) 

3) Belanja Pegawai atau Penghasilan (Honor) 

A. PNS/TNI/POLRI 

1) Pada Pejabat Negara, PNS Gol. IV, Perwira Menengah maupun 

Tinggi, dan Pensiunan akan dikenakan PPH Pasal 21 Tarif 15 

Final. 

2) PNS Gol. III, Perwira Pertama dan Pensiunannya Kena PPH 

Pasal 21 Tarif 5% Final. 

3) PNS Gol. I, II, Tamtama, Bintara, dan Pensiunannya Kena PPH 

Pasal 21 Tarif 0% Final.  

 

B. Non PNS 

1) Tenaga Ahli (Dokter, Penceramah, Dll) 

a) Dikenakan tarif Pasal 17 dikalikan 50% dari Penghasilan 

Bruto 

b) Jika tidak menggunakan NPWP akan dikenakan Tarif 

sebesar 20% lebih tinggi.  

2) Pada peserta Rapat dan lain-lain 

a) Akan dikenakan tarif Pasal 17 dikalikan dengan 

Penghasilan Bruto 

b) Jika tidak menggunakan NPWP akan dikenakan Tarif 

sebesar 20% lebih tinggi. 
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3) Penghasilan Rutin (Gaji) 

Penghasilan Netto di setahunkan di kurangi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) dikalikan tarif Pasal 17 KUP.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

  Kegiatan dalam memverifikasi SPJ yang dilakukan oleh SKPD 

DPKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai prosedur dan aturan berlaku 

yang diatur oleh Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No : 63.2 th 2015 

yang menjelaskan tentang SPJ secara keseluruhan. 

Dalam memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak ada 

cara lain kecuali metode manual, karena banyak dokumen yang harus di 

selaraskan dengan data yang ada dan belum ada teknologi manapun yang 

bisa memverifikasi secara otomatis. Setiap SKPD membutuhkan hasil 

verifikasi untuk kelanjutan program kerja yang akan dilakukan secara 

cepat dan benar. 

Metode manual hanyalah satu-satunya cara untuk memverifikasi 

SPJ tersebut, namun banyak ditemukannya kelemahan dalam meverifikasi 

dengan cara manual yaitu sebagai berikut ; 

1) Tidak efisiennya waktu untuk memverifikasi SPJ tersebut. 

2) Tidak sedikit kekeliruan dalam memverifikasi SPJ. 

3) Hasil verifikasi tidak sesuai date line yang ditentukan oleh 

SKPD manapun. 
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4) Program kerja yang akan dilaksanakan berikutnya jadi 

terhambat. 

Beberapa kasus diatas merupakan hal yang sering terjadi yang 

dialami oleh Bidang Pembukuan dan Pelaporan di DPKAD kabupaten 

Sleman karena keterlambatan waktu karena SPJ yang belum di verifikasi. 

Sampai saat ini pihak manapun yang terkait belum bisa menemukan cara 

cepat untuk memverifikasi SPJ. 

  

4.2 Saran 

Penyuluhan tentang penyusunan SPJ sangatlah penting karena 

banyak kesalahan dalam penyusunan dari segi kekurangan dokumen, 

kekurangan dokumen pendukung yang sesuai dengan syarat, ketidak 

sesuaian dalam penulisan, dll. Jika saja kesalahan itu bisa di hilangkan 

maka akan tepat waktu dalam proses berikutnya dan tidak akan terjadi 

keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban.  

Maka dari itu harus ada penyuluhan dan/atau peraturan yang tegas 

agar kesalahan dalam penyusunan tidak terjadi dan cepat dalam sebuah 

kinerja masing-masing pihak yang terkait. Jika penyusunan laporan 

tersebut tersusun dengan benar maka tidak akan ada rasa kecurigaan dalam 

memverifikasi laporan tersebut,  
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